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DENGAN RAI]MATALLAI{ YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a

b

bahwa kebljakan akuntansi pemerintah Kabupaten Aceh Utara
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati
Aceh Utara Nomor 3l Tahun 2013 perlu dilakukan penyesuaian
kembali terhadap beberapa l,ampiran yang belum sesuai dengan
ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 7l Tahun 2O10 tentang
Standar Aluntansi pemerintahan 

;

bahwa penyesuaian kebiia-kan akuntansi pemerjntah Kabupaten
Aceh Utara untuk menyempurnakan dan atau kekurangan
beberapa kebijakal yang mengatur akuntansi persediaal dan
akuntansi aset tetap dalam penentuan metode pencatatan dan
penambahan masa manfaat atas aset tetap yang dilakukan
pemeliharaan dal,am penyajian l,aporan Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaaa dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan lJupati Aceh
Utara Tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah
Kabupaten Aceh Utara;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun f956 tentang
Pembentu_kan Daerah Otonom Kabupaten_kabupaten dalam
lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g Ta_mbahan t embaran
Negara Republik Indonesia Nomor lO92);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(l,embaran Negar Republik Indonesia Tahun. 1999 Nomor 75,
Tambahan l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 3g51) ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embararr Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

C

Mengingat : I
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahataan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahttr 2OO4 tentang pemeriksaan
PengeloLaal dan Tanggungjawab Keuangal Negara (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O06 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor
26, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6m);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Ixrubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2Ol4 tentarig
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan lembararr Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Tahun
2005 Nomor 138, Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20O5 tentang Hibah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 pengelolaan
Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O6 teritafrg pelaporan
Keuangan dan Kineq'a Instansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan tembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5 165):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2011 tentang pinjaman
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);
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Menetapkan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 12
Nomor 5, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 52721;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangal Daerah, sebagaimala telah
diubah tera}hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 201 1 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201 I Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Da-l"m Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahal Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia-l
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bel,anja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

19. Peraturan Menteri Dal:rm 1J"t".i Nomor 64 Tahun 2O13 tentang
Penerapal Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
I |PMK.O6l2Ol3 tentang Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 31 TAHUN 2013
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KAE}UPATEN
ACEH UTARA

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Utara
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O13
Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan l,ampiran X dan Lampiran xII Pasal 5 Ayat (2) yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31

30 Muharram 8H

/n,.

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 31 ber 2 16M

30 Muharram 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

1

ISA ANSHARI

I

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 4I



Paragra.!-panagral ganq dttulis deng:at ,urrltf &ba,l dan nlrhtg adalah panagra!
kefflahrrn a/rltrztznsl, gang lunts dlfuca dalann konteks pa.ragtqfparagral penJela,sdn
ggng dlhtlts dengan turuf blasa dan Kerantgka Konsepl:.tal KebtJakan Ak tntanui
Pemcrintah Daeralu

Serseliaan

LAMPIRAN X
PERATURA]T BUPATI ACEH UTARA
r{oMoR---41 TAHUTT 2016
TAIIGGAL 31 OKTOBER 2016 M

30 MUHARRAM 1348 H

AKUNTANSI PERSEDIAAN

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

l.Tujuan KebUakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlaluan a_kuntansi
untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap pedu disajikan dalam laporan
keuangan.

I.2 Ruang Llngkup

2. Kebltakan atcatntansi lnl dlterapkan dalann pengofidn selnrrll,h lersediala;n
da.lann laporan heuangan untrtk frifuan utmun- Kebijakaln o'k:.rrrtalnst inl dlterzpkan
unl&rtk sehru.h en,titas rrll.rrrta nsi doln ezlrtttrrs pelrrporan tldak tennasuk perusa,Lorolr.
nzgarddaetah.

3. Kebual<an akuntansi ini tidak mengatur:
(a)Persediaar bahal ba]<u dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan
ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan (b)Instrumen keuangan.

II. DET.INISI

4.Berlhtt adal.ah tstilrlh-istllah gar.g dlguna.ko;n dalann Kebijakan Akatlrrto:nst
dengan pengertlan:

Aset adalah sumber daga ckonon l gang dlk-ua.sa,i dan/dtau dlmlfttct oteh penartntdh
Daetzh sebagal o.klba,t do;i pristiua mrrsa Lo.ht dan dan l manta manJaat ekonomi
dar{atcu sosial di ,nastr delro:n dilra,rapkan dapat dipercleh, bolik olch petnerintah
Daerah ,nfrutrrun na.syars./f,.a;t, serta. dapat dtttkur dalam soifut(rn uang, tennasuk
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Sersediaan

sumber daga nonkeuangan gang dlperlukan unhtk pengediaan jasa bagi masgarrakort
urtantn dan sumbersumber daga garry dipelilunv. karena. aLasom sejatu.h dan futdaga.

l i utalar adala.h nilo;i f;.tkar aset dau penyelesalan kewaJiban antara pthak gang
mcmahami dan berkeingirun untuk mclalrr.tkan transa,ksi wajar.

Persediaan o,dalah aset. la;ncar dalam benf;.tk barang atnt perlengkapan gang
dittts.ksudkan untuk mr,ndulcttttg keglatorn operasionat pene'irnta.h-Daeral4-din
barang'barang Uang dina.ksttdkan untu.k dijual dan/atau disero.hkan dalam rantgka
pelaganan kepada ma.sgarakat.

Petts haan daerah o,dalah badan usaha, gang selunth atat sebagian modalnga
dtmllikt oleh Pemerinta.h Daerah.

IIf. uuutu

S.Persedlao;n men4nkan aset ganq betrurujud.:
(a) Barang atau perlengkapan (supplies) yarg digunakan dalam rangka keglatan

opewslonat Pencrintah D aerah ;
(b) Bahan atau perlengkapan (arpplles) gang dlgrttukan dalam pnoses prc&tkst;
(c) Batung dalam prroses produksi gang dtma.ksudkan untuk dtjual atau dlserahkan

kepada na.syarakat;
(d) Barantg Ugrtg dtsimpan untuk dtjuat atant diserahkorn kepada na.sgarakat daLam

rantgka keglatan pemcrlntahan

6. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan
untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak h;bis
pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen
bekas.

7 - Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi
barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan b&u pembuatan alat-alat
pertanian.

8' Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan,
contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

9. Persediaan dapat meliputi:
a. Barang konsumsi;
b. Barang pakai habis;

c. Barang cetalan;
d. Perangko dan materai;
e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
f. Amunisi;
g. Bahan untuk pemeliharaan;
h. Suku cadang;
i. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
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Qersediaan

10. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan
strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan trerjaga-jaga sepirti
cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagaipersediaan.

11' Hewan dal tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara
lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

12. Persediaart dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan da-lam neraca,
tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IV. PENGan(UAN

13' Persedlqan _dlckul (o) pada saat potensl, manfaat ekotami fita,sa depan
d$leroleh pemcrinta.h,dan mcmputtgal 'nlitf,i atqt biaga yanq dapat diulcur detQan
andal, (b) pada sost ditertms. atau. hak kepemilikannya dan/ atst kepengua"sq,gl7.ng/a.
hetptnda.h-

14' Pengakuan beban persediaan, terdapat dua pendekatan pengakuan beban
persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

a) Dalam pendekatan aset, pengakan beban persediaan diakui ketika persediaan telah
dipakai atau dikonsumsi. Pendekataa aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang
dimaksud penggunaanya untuk selama satu periode akuntaasi, atau untuk maksud
berjaga-jaga.

b) Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai
beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang
dimaksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidakdimaksudkan untuk sepanjan[
satu periode.

15. Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara
barang/pengurus barang atau catatan perseiaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil
stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan dapat disebabkan
karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

16. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal,
maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai beban.

17. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal,
maka selisih persediaan ini diperlukan sebagai kerugian daerah.
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j. Pita cukai dan leges;

k. Bahan baku ;

l. Barang dalam proses/setengah jadi;
m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat



Quse[iaan

V. PENGAKUAN BEBAN PERSEDIAAN

18. Bebqn persedlaan dicatat sebesar pema.kdian persedioan (trse of goods/.

19.
Operasional.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan

20. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit
sesuai metode penilaian yang digunakan.

21. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian
persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan
ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan
dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

\II. METoDE PEITcATATAIY

22. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik,
meliputi persediaan yalg dinilai satuanya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara
lain berupa barang konsumsi, barang habis pakai, barang cetakan.

23. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya
relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang a)at berat, barang
dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dUual atau diserahkan
kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
obat-obatan dan bahan farmasi dan yang sejenisnya.

VII. PENGUKURAN

23. Persedio,an disajikan sebesar:
(a) Harga pembellan dpabfb diperoleh dengan pemheliary
(b) Harga lnkok produkst apabila diperoleh dengan menproduksl sendlri;
(c) Ifrlai wajar, aPabila. dlperoleh dengan cara lainnya seperti dona.sir/ rctmtrxr,solfl,

24.Persediacn pada akhtr pedode dinllat dengan mcnggunakan:
(a$fietodefirst tnfi.rst out (FIFO);
(b)H arg a pembelian terakhir ;
(c)Ifr7a;f utajar.

25. Persedian yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu:
(a) Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacarn-macam jenis;
(b) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual;
{c} Barang konsumsi;
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(Perse[iaan

(d) Barang pakai habis;

(e) Barang cetakan;
(f, Perangko dan materai; dan
(g) Obat-obatan dan bahan farmasi.

24. Tanah dan bangunan untuk dijual atau
masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.

diserahkan kepada

25. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait
dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan
secara sistematis.

26. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai
dengan menggunakan nilai wajar.

27 - Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan
transaksi wAiar (arm length tra n sactionl.

VIII. PENGUNGKAPAN

28.La1ntzn Keuantgan Pemcrintah Ptotittsi Aceh Utara
(Q KebtJakan alcrtntants,i gang dlgunoko;n do,lann pengru,kuran persedraorn;
(b) Penlela.san lebih lf,4iut persediaan sepertl. barang atar perlengkapan gang

digunakan dalam pclaganan ma"sganz.kat, batzng atan perlrlngkapan gang
digunakan dalam prroses produksl, barantg yang dtsttnpan untuk difual atau
disetu.hkan kepada masgatu'kat, dan barantg gdrtg ma.sih dalolm prroses prodttksi
gang dtna.ksudko;nun&tk diJual atau dlsetu,.hkan kepada na"sganto,.kat; dan

(c) ,Ienis, fumlah, dan nilori persediaan dalam kondisi tttsq,k atant usp/ttg.

("

MUHATIMAD JAIIIL
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fl,futnu'nsi ]set teup

LA]UPIRAIT ](II
PERATURAIT BUPATI ACEH UTARA
NOMOR- rlt TAIIUIT 2016
TATYGGAI 30 OKTOBER 2OL6 TIT.

31 MUHARRAM 1348 H

AKUNTANSI ASET TETAP

P1rlSre-l-naraeral gang dit.,:is dertg,o;,l lruni tebal dan miri,q aLdo.la.h
pa:ragraf kebijakan akunttttsL Wrtg ftr,;ns dlbo.ca dabm ko,iiteks paragtay-
ryragral penternsan yang dlAllts dengan huruf bla,sa aan kerangia
Konseptrtlrl KeblJa/r'an Akru,ntansl pemct irrdah Daero.h-

I. PENDAIIULUAN

I.1 TuJuan

_ 1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi
untuk aset tetap. Masa.lah utama akuntansi untuk asef tetap ada_lah saat
pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan
akuntansi atas penilaian kemba.li dan penurunan nilai iercatat lcarrving ialue) aset
tetap.

I.2 Ruang Ltngkup

2. KeblJakarz Akz;z,talnsi inl dtterapkan zr$uk encrtas o.kuntoirrsl doLr.pclatrnran gang nlengajikan lrrporan keuar.lgom urefutk Aduair. utanm d.an
,nongortur ternta:ng perla,krtarz a/rlr;ntaasinga, tennasuk per.gZkta4 penilaian4
per.gdfian, dan pengangkapan gang diperhtkan-

II. DEFINISI
3. Berlkut ddalo.h isartah-isr a.h yang digtrna.kan darann KebrJakan

+set (?l:h sat nber daw ekonoml, ga ng dik-uasal daty'dan dimlllkl olehPernerlntah Daerah sebagal atctbat dad peristiusa masa laht dan d.ari nana.
\!nJa?t ekonomi daty'atau sosiat di nlrsa depan dthorrzrpkoLr. dapatdfinroleh, baik oleh pemcrintah Daeta.h maqrun ina.sgarakort,' serta aaiatdluk;rr dalam sa,futr::n ra.a;'l.g, te-flnasuk *ri", aogi rro*"rarrgor- glrrgdlperhthan ulntrak perngjedla,a:,r. irrsd bagt nlr.syararliort utmtm dorn atmher-sumber daga yang dlpetilura kar"na o,faaLn 

"ilarah dan htdaga.
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flfr,pntansiflset tetap

Aset tetap adalah aset beru:ujud. gang tnemryngal masa manfaat labih dafi
72 (&n belas) bulan untuk digunakan, untuk dimaksudkq.n untuk
dlgunakan, d,alom kegiatan pemerintah daerah atou
dimantaatkan aleh tnasgarakat umum.

Biava petoLehan adalah fumlah lcas olto,u setara kas gang telf,.h dan gang
maslh dihagarkan atau niLal uaJar imbalan lain gang dlberlkain unfr.tk
ncmperoleh suatu a,sd pada sao,t petolehan atau konsttttksi so;arrpo:i dengan
aset tersebut dalam kondlsl dantempatgang siap unfitk dlpergunakan.

lWlai terccrtat &rrrving anourtl a.set o;daLa.h nilf,t bu,ktt lzse{,, gang dihiang
dari biaga perolehan sua,tu aset setelah dllanrangi akumulasl pengusuto;n

Pentrusutan odalah pengesualan ,rtIr:i serurburtgo;rz dengan pertzrurtf,tt
kapa"sitas danmanlaat dari suatu aset.

Mo,sa manfa.at adalah:
(a) Pertod.e suatu asd dtharapkan digunakan untuk a.ffiloitas pemerintahan

dan/atau p elag onan trruhlik; atau

(b) &.tmlah pro&tksi atant unit, sefltpd gang dlharapkan dlperol.eh dari aset
unfr.tk alettuttos p ernerinto,han dant / atau p elaganan puhltk.

Jwtrai sisa ada.lah jumlah ndo gang diharapkan dapat diperaleh pada akhir
ma.sa nantaat sua,tu asst, setelah dikranqifulsiran blaga pelepcrsant

Kotrttttksl dalam pengedaan adalah aset-dset gang sedang do,Lolm proses
pembangunan

Aset tetap diklrr;rifikg.sikan berdasarkon kesamd,an dalam sifat atalu
fangsinya dalam o,lrtfufias opera,si entitas yaflg terbagi dalam klariJtkasi
Tanah; Petulatan dan Mesin; Geduttg d.an Banganary Jalan, Irlga.si dan
Jatlngary Aset Tetap Lalraltga; dan Kontntkst Dalam pengerjaan.

Tanah adala,h tana.h gang dlpetoleh dengan ma,ksud untuk dipakori dalam
lcegtatan operasional pemcrlntah daerah doln dalam kottdisi siap dipakai.

Peralatan dan Mesin adala.h fite:sirr'-masin dan kendt:rrolan bettnotor, alat
eleldttnik, dan seluttth irutentaris kantor dan perlatan lainttga Uortg dinilai
stgnifikan dan m.qsa nantaatnga lebih do;rl 72 (&ta bela,s) brilan dan dalatn
kotr.dtst slazp pa,kal.

Geduna dan Banaun,a.re a,do.lah selunth- ge&mg dan banqntnf,n gang dlperoteh
dlengan malrsud. untuk dipakdi dalam kegiatan opetusionat pemcrintah
daeta.h dan dalam ftondisi siap d\nkai.

Jal.an, Irigasi, dan Jaringan ada,la,h lo,lan, irigasi, dan jaringa,r. gwv
dlhangun oleh pemcrintah serta mamiliki dan/atfri dllanasori oleh pemerit*ah
daerah dan dalam kondtsi stotrt dfirukoii- Aset lni mcmtrrungai karalef;eristik
sehagai herlla,rt :
a. Mentpakan bagian dari srtatu slstetn artau jdringary
b. Sifatnga lchusus dan tida.k perkt a,lternatif latn penggunaannga;
c. Tidak dnpat dipindah-pinda.hka;n; dan
d Terdapat batason-ba.taso;n unl;tk pelepasannga.

As Tetao Lainnaa adalah aset tetap gang tidak dapat dikelamgtokkan tce
dal.am ketompok aset tetap dl atas, gang diperoteh dan dimanfaatkan untuk
keglatan operasiona.l pemcrintah daerah dan dalam kondisi siap dipokal.
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Aset Tdap Lalnngatennc,suk dl dalamnya adalo.h aset.tuaap renoaasl.

Aset Tetap Retaaasi sebagaimana tersebut diatas mctupakan nenotxlesi ota,s
aset tetap bukan sa,tuan Kerja Perangkat Kahupaten gang mcmcnahi
trnrsganvtan kapitalisasi qset tetap.

Kotrtntksl Dalam Peng,erlaan adalah aset tetap yang sedang dalam prosss
pembantgunan naflann pada tanggal laporan keuantgon belum selesai
selunthnya. Konttttksl dalann pengerjaan mcncakup pitaraton dan mrlsit4ge&ng dan banqunan, Jalan, irigasi, Jala'n dan Jaringan, dan Aset retap
lainnga, Udttg Proses perolehannga dan/atau pemhangututnnua. n;;nbut1thkin
suattt periode padrr ualcttt tettenht dqn belum setesai.

III. UMUM

4. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah
Daerah, dal karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset
tetap Pemerintah Daerah adalah:
(a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun

dimanfaatkaa oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya,
universitas, dan kontraktor;

(b) Hak atas tanah.

TV. KLASIFII(ASI ASET TETAP

6. Aset' te|a? dikla,sUfrkaslkoln berda"sarkan kesamarorn dalann sifatatau futtgsinya dalann -aldlaltac opeta.sl entltos. Berikfi adalah kla.siJiiasi
aset tdap gang diguna.kan:
(q) TanalU
(b) Peralatqn dan Mesiry
(c) Gedung dan Bangunary
(d),Ialaq lrigasl, dan,Iarl,ngan;
p) AsA fe&p Lalnnga; dan
lJ) Konsttltksi dalam pengerjaan.

5. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk
dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan"(mateiis) dan
perlengkap an ( supplie s) .

7 Tanah yang dikerompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan mak_sud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

-. q Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiaIan operasional lemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

9. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektonik, dan seluruh inventaris l-<antor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabehs) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.
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10. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai
berikut:
(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
{b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

12' Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan narnun pada tanggal laporan keuangan- belum selesai
seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, pe.alatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, d.an Aset Tetap lainnya, yang
proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu" periode
waktu tertentu dan belum selesai.

11. Aset tela_p lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, 

-yarg 
diperoleh dan

dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah aan Oatam kondisi
siap dipakai.

13. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

16. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:
(a) Pengeluaran untu-k p,er satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan

atau lebih dari 300.000 (tiga ratus rupiah), dan
(b) Pengelua-ran un-tuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau

Iebih dari Rpi0.OO0.O00 (seputuh juta iupiah).

17. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimumkapitalisasi tersebut. di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untukt."4, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya 
-be.upa 

koieksl perpustakaan
dan barang bercorak kesenian.

V. PINGNTUAN ASET TETAP

14. Aset tdap dio,leui pada scat man|aolt ekonomt nta.rsa. depan dapgltdftercleh dan nilainga dapat diukn dengan handaL

15. Untuk dapat dlo,kui sebagal oset tetap hants dtperuthi kriter1.a
sebagai bertleut :
(a) Bentrujufi
p) Menptngal rnas., nantaat lebih dafi 12 (dua belas) bulan;
(c) Btaya perolelalan oset dapat dlukur secal?d. andal;
(d) Ttdok dima.ksud.kanunfl,tk dijual daLam operasi norrno.l entltas; dan
(e) Dipercleh atau dlbangun dengan ma.ksud, unt',tk digruna.kan
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18. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan
yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung,
bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manflaat ekonomi
lnasa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila
entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini
biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitai tersebut.
Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

19. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh
Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijuat.

20. Pengakuan aset tetap akan anda-l bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

21. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan danlatau penguasaan secara
hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual Ueti (akta) dan sertilikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada
saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah,
misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atai nama
pemilik sebelumnya.

22. Pengukuran dapat dipertimbangkan aadal biasanya dipenuhi bila
terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset ietap yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkax atas
biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk
perolehan bahan baku, tenaga keq'a dan biaya lain yan[ digunakan dalam proses
konstruksi.

23. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain
penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
(a) Penambahan adalah peningkataa nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan

!*rr, diperluas atau diperbesar. Braya penambahan dikapitaiisasi dan
ditambahkan pada harga perolehan aset tetap fersebut.

(b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat
yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan
penurunan biaya pengoperasian.

(c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya
kuantitas Aset Tetap tersebut.
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VI. PENGUKURAN ASEI TETAP

24. Aset tetap dinilai dengon biaga perolehnn. Apabila penilaian aset tetap
dengan menggwnakan biaga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkanpada nilai wajar pada saat perolettan.

25. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi
pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran
yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal
dengan entitas tersebut untuk perolehan bahal baku, tenaga kerja dan biava lain
yang digunakan dalam proses konstruksi.

26. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencaiaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap tersebut.

VII. PENITAIAN AUIAL ASET TETAP

27. Barang bentrufud. gartg memcnuhl frllla,liflkast untltk dla*rfi sehagai
sua.tu qset dan dlkelamlnkkan sebagat o,set tdap, pda awalnga hatras
dhlkur bertasarkan biaga percleltaln-

2a. Bfla. aset tetap dfircrcl.eh dengan tanpa nilrrl, braga aset tersebtfi
odalah sebesat nila;l uaJar pada saat rrset. tersrlbtrt dlpercleh.

29. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah
atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah
oleh pengembang (deueloper) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah
Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan
kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasia-n
wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan
wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas
sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akal digunakan sebagai tempat
operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus
dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

30. untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat
perolehan untuk kondisi pada paragraf 27 bukan merupakaa suatu proses
penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan ieperti
pada paragruI26. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 65 dan paragraf
yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode
pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

3t. utttlrk kepertrto;n llelrnrgrzrruna;n zrlenaca aual suatu enf/rtas, btaya
petolr.han a'set tetap gang dtglz;nakan adalah nilat wajar pada saolt netaea.
aun'l tersebut dlsusutt- Unfutk perlode selantutnga setetah tanggal 'zeeralrca.aual ata.s petoleho;n a.set &rap bo;tlt, suaf;rt entitas mengglalnakan biaga
perolchan atut harga wajar bila blaga perolehan ttdak ada.
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VII.I Komponen Biaya

diuraikol.r;n berilant:
Jenis Aset Tetap Perolehan

Tana}t Harga perolehan
yang dikeluarkan

atau biaya pembebasan tanah, biaya
dalam rangka memperoleh hak, biaya

pematangan, pengukuran, pe4imbunan, dll
Peralatan dan Mesin Pembelian, biaya

biaya langsung
pengangkutan, biaya instalasi, serta
lainnya untuk memperoleh dan

mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut

Gedung dan
Bangunan

Harga pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya
IMB n dan ak

Jalan, Jaringan, dan
Instalasi

Biaya perolehan atau biaya kon truksi dan biaya- biaya
lain yang dikeluarkan satnpal jalan jaringan, dan
lnstalasi tersebu t

Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset
tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh
melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai liontrak
meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan
dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan
memalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi,
melipu ti biaya langsung dan tidak laagsung, yang terdiri
dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan, dan pengawasan, biaya perrzinan,
paiak dan iasa konsultarr

34. Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan
dengan aset :

(a) biaya persiapan tempat;
(b) biaya pengiriman awal (initial deliuery) dan biaya simpaa dan bongkar muat

(lwndling cr,st);
(c) biaya pemasangan (installation rcst);
(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
(e) biaya konstruksi;
(f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar

(testing cost).

32

33' Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang
nilrainnya memenhui batasan &pitalizdiantlaeslnld- Batasan ini ditetap-kan paAa rcUpt<an
mengenai kapitalisasi aset tetap

35. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian- atau biaya pembebasan-tanah, biaya yang a*etuarkan
dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukurair, per,ifouunan, dan
biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut s-iap pakai. Nilai tanah juga
meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut lifabangunan tua tersebut dimaksudkan untuk Aimusnatrt<ai. Apabila peroletran
tanah pemerintah dllakrlkan oleh panitia pengadaan, maka termaiuk dallm hargaperolehan tanah adatah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belar{a
barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka p.rbl.h"r, tanah tersebut. Biayayang- terkait dengan peningkatan bukti kepemitit an tanah, misalnya dari status
tanah girik menjadi sHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. - i, _ ,

0s
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36. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah

pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tirsebut
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan
mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pal<ai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstrlksi, tirmasuk
biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

37. Fi"v" perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh
btaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan-, irig6si, Oan jiingan sampai siap
gakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya
lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pak;. Biaya
perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dipeioleh melalui kontrak rneliputi
biaya perencanaan d3, pengawasan, biaya - peiiriran, jasa konsultan, biaya
pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan
untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara-"*akelola metiputi biaya
langsung dan tidak lalgsung, yang tertiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga
kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawa"arr, biaya peizinan, biaya
pengosongan, pajak dan pembongkaran.

38 Biaya perolehan_aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebui 

"a-paiiiap 
pakai.

- 39. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatukomponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebui tidak dapat Oiatribusikan
secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
keg'anya. Demikian pula biaya permulaan {start-up cos/) dan pra-produksi serupatidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk
membawa aset ke kondisi kerjanya.

. 40. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakeloladitentukan menggunakan prinsip yang sama sepeiti aset yang dibeli. Biayaperolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:-
(a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,
(b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan
(c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap

tersebut.

41. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

42' Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangkawaktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya p.ror.lm v*g-Ji.k"t adalahsetara dengan harga kas yang tertera (harga plrot.tu, kas). pe"rbedaan/selisih
antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan di"tui 

".u"g"i bebalbunga selama jangka waktu kredit t ""u.ti se-lisih tersebut dapat Aitipitafisasisesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
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VII.2 Konstruksi dalam PengerJaan

43. ,.fika pengelesalan pengettaon suortl.t aset tetap mclebihl dorn atant
moleunti satu periode tahun anggora;n ma.ka aset, tetap Uang belum selesai
tetsebut digolottgkan dan dilaporkan sebagai kottstt:.tksi dalam pengerjaan
sampal dengan asettersebut selesai dan slap dtpakat.

44. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan
mengatur seca-ra rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di
dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikedakan secara
swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tid-ak di*butkan lain
dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan
rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam
Pengerjaan.

45. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau
dibangun dan telah siap dipakai harus segera diieklisifikasikan ke salah satu akun
yang sesuai dalam pos aset tetap.

VII.3 Perolehan Secara Gabungan

46. Blaga perolchan darl 'rnastng-nasing ascr'* tetap gang dfircrcleh
seca;na gabungan dltentukon dengan mengalokasikorn -t*rgi gibrrngrn
tersebut berda.sarkan perbantdingan nilai utqjar masing-rrro"{rrg ira grrrg
berso;ngkrllta*

VII.4 Pertukaran Aset lBxclrranges ofAssets)

47. Dalann r?;ngka mcmcnuht ke}r.rf;.ilton terhadap aset tetao t5;rten&tdan untuk efislensi penctl,ntahan dapat mcmpercun snatn a.set, tetdp
mclahd mckanismc pertukaran (rui.stag/ht kar gruling).

48. Pertttldttan atant tukar m.enukar adalah pengalihan aset tetagd.ari suatu entlta.s kepada entitcls laln. pert,itkorrorn aset tetap dapatdllakukan antatu. Pemcrintah F.tsat d.engan Pemrlrintolh Daeralq athu antarpemcrh*ah daeral4 dtau o,ntara pelnerlntah dengan pihak ialn, denganmSngrina penggantlan dalam *na* barang, setcirang-kurangnya detfiannllal yang seimbang.

49. Pertukaran aset. tgtap dapat dilakukan bila aset tetap berupa tanahdan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota.Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optirial, upaya p..r]r"i"r.r, 
^".ttetap yang lokasinya terpencar, Pelaksanaan renc€u:ra strategis-pimeriniatr. Adanyaaset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang dan tidak tersedia

dana dalam APBK untuk pengadaan baru.

50' Aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas asettelah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukurdengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
{BAST)' Berdasarkan BAST tersebut, penggunaan barang menerbitkan SuratKeputasan (SK) Penghapusal terhadap aset yang diserahkai. Berdasarkan (BAST)dan sK Penghapusan, pengelola/pengguna baran"g .rr.rrg.lrrrkan aset tersebut darineraca maupun dari daftar barang dan membukukan,"e1 tetap pengganti.

XII .9
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51. Pengukuran aset tetap hasil pertukaran berdasarkan nilai wajar aset yang

diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan
dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban yang
ditransfer/diserahkan. 'Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran
dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki
nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebelar nilai tercatat
("arrWrq amount) aset yang dilepas.

52. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi dari pada
aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui
sebagai Pendapat LRA dan Pendapatan-Lo.

53. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Hasil Pertukaran Dalam Hal
Teq'adi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:

a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

VII.S Aset Donasl

54. Aset tetap gortg dlperclr,h darl. sumbangafl (donnsl) han:as dicatat
sebesar nilal waJar pada saat, petoleho:n

55' Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan
suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah mem-berikan
bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah
tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, siperti adanya
akta hibah.

56. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap
tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pimerintah Daerah.
Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah
Dqerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemeriniah telah dianggap
selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset
tetap dengan pertukaran.

57. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi,
maka perolehan tersebut dial<ui sebagai pendapatan operasional.

VilI. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQTTENT
DXPENDIfl'RDSl

58. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk
digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tJtap bagi pemerintah
Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi laii merupakan
komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau
merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap
setelah perolehalnya dapat dibedakan menjadi dua, yaiiu belanja untuk
pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

- 59. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankaa
kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan tetania untuk
peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi d-i masa ,ffi, ?.ry6



I

6O. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak
berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

61. Pengeluaran setelah perolehan aual suah) oset tetap Aarlg
memperpanjang masa manfaat atau Aang kemungkinan besar memberi manfaat
ekonomik di masa garq akan datang dnlam benh)k kapasitas, mutu produksi,
ata peningkatan stand.or kinerja, dan memenuhi nik:ti batasan kapitalisasi harus
ditambahkan pada nilai tercatat aset ga g bersangkutan.

62. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis
yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula
diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. pada tahun ke-7 pemerintah
melakukan renovasi dengan harapai gedung tersebut masih dapat digunakan g
tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10
tahun menjadi 15 tahun.

63. Peningkatan kapasitas adatah bertambahnya kapasitas atau
kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang
mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkai
menjadi 300 KW.

64. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kua_litas dari Aset
Tetap yang sudai ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh
pemerintah menjadi jaian aspal.

65. Pertambahan volume aset ada.lai bertambahnya jumlah atau satuan
ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu ged.ung
dari 400 m2 menjadi 500 m2.

66. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap pera_latan dan mesin
sebagaimana yarg dimaksud paragraf S5 diperlakukaJl sebagai berikut:
(a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sarnpai dengan Rp 5.000.000,00

(lima juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukal sebagai pengeluaran
untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.

(b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp Rp 5.000.000,00 (limajuta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk
peningkatan sehingga nilainya al<an dikapitalisir kedalam nilai pera.latan dan
mesin.

67. Pengeluaran setelah perolehan awa,l aset tetap gedung dall bangunan
sebagaimana yang dimaksud paragraf 55 diperlakukan sebagai beri[ut:

(a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) 

. 
maka biaya perbaikannya dlperlakukan sebagai

pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung din
bangunan.

(b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengelu-"r, ,rrtrk
peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilii gedung dan
bangunan.

Afutnta,nsi lset'leup
datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau
peningkatan standar kine{a.
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68. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan

Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasl harus
dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran
yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/ dicatat sebagai biava.

IX. PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSIDQTTENT
IWEASTTRE,MDT,ITI TERIIADAP PENGAI(UAN AWAL

69. Aset tdap disaJiko;n berdqsorkan blorga perole/r.lan a.set tetatrt
tersebut dileuranqt glatmtila,si pengu,sutan. Apabila. -terJddl kondisi y@ttg
mcnutngkinkan penilo;ian kembalt, maka aset tetap akan disaJikan dengai
peragesua,ian pada masing-',nnaslng akun aset tetap dan akun elaliltia.s.

IX.l Penyusutan

70. Penyfl.sutan oido,lah o'lokasi gang slstematis atas nilai sugltu asst,
tetaP Yang dapat di"sttsutkan (depreciable assds) selama fita5d manfaat aset
garq bersantgkutan

71. rifrla,i pengusutan unf;,tk masing-masing periode diakfi sebagai
IAngarang nlla;l tercatst aset tetoyt dalam ,terorco. dan beban penyusuton
da.lrllm lap o r an o perasi o nal-

72. Pen)rusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang
sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digurrakan harui
dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinanlasi 1"6*i"" potentia\
yang akan mengalir ke pemerintah.

73. Masa manfaat adalah :

a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan
dan/atau pelayanan publik, atau:

b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

c. Penentuan masa manfaat dilakukan dengan memperhatikan :
- Daya pakai
- Tingkat jeausan fisik dan/atau keusangan aset tetap yang bersangkutan

d. Perubahan masa manfaat aset tetap dapat dilakukan bila: -- Terjadi perubahan karakteristik fisik aset tetap,
- Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa dan kapasitas

manfaat, atau
- Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang

baru diketahui di kemudian hari.
e. Masa Manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel

dibawah ini :

xtr - t2
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Uraiaa Masa Manfaat

ASET TETAP
Peralatan dan Mesin
Alat-alat Besar Darat 10
Alat-alat Besar 8
Alat-ajat Bantu 7
Alat angkutan darat bermotor
Alat angkutan dara bermotor perorangan
Sedan
Jeep
Station Wagon
Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain
Kendaraam Bermotor Penumpang
Bus (Penumpang 30 Orang ke Atas)
Micro Bus (Penumpang 15-30 Orang)
Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)
Truck + Attachment
Pick Up
Trailer
Semi Trailer
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lain
Kendaraan Motor Khusus
Mobil Ambulance
Mobil Jenazah
Mobil Unit Penerangan
Mobil Pemadam Kebakaran
Mobil Tinja
Mobil Tangki
Mobil Unit Monitoring Frekuensi
Mobil Unit Visual Mini (Muviani) Darat
Mobil Unit Satelit Link Van
Mobil Unit Panggung
Mobil Unit Pameran
Out Side Broad Cast Van Radio
Out Side Broad Cast Van Televisi
Mobii Unit Produksi Film
Mobil Unit produksi Cinema
Mobil Unit Kesehatan Masyarakat
Mobil Unit Kesehatan Hewan
Mobil Unit Tahanan
Mobil Unit Pengangkut Uang
Kendaraan Bermotor Khu su s Lain-lain
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
Sepeda Motor
Scooter
Kendaraan Bermotor Beroda Dua Lain-lain
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
Bemo
Helicak/Bqiai
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain
Bangunan Bukan Gedung
Bangunan Bukan Gedung Lainnya - Tanaman
Jaringan Radio
Jaringan Komunikasi Radio VHF

8
8
5
5
5
2
2

10
10
10
10
10
10
10
10
i0
10
10
10
10
10

8
10
15
15
15
10
10
10
10
15
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
8
8
8
8

A Aset'Teup
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Uraiar. Masa Manfaat
(Tahun|

Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
Alat Angkut Apung Bermotor
Alat Angkut Apung TaJ< Bermotor
Alat Angkut Bermotor Udara
Alat Bengkel Mesin
Alat Bengkel Tak Bermesin
Alat Ukur
Alat Pengolahan Pertanian
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
Pertanian
Alat Kantor
Alat Rumah Tangga
Peralatan Komputer
Meja dan Kursi Keg'a/Rapat Pejabat
Alat Studio
Alat Komunikasi
Peralatan Pemencar
Alat Kedokteran
Alat Kesehatan
Unit-Unit Laboratorium
Alat Peraga/ Praktek Sekolah
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
Alat Laboratorium Fisika Nuklis/ Elektronika
Radiation Aplication and Non Destructive
Testing l",aboratory (BATAM)
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
Senjata Api
Persenjataan Non Senjata Api
Amunisi
Senjata Sinar
Alat Keamanan dan Perlindungan
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
Bangunan Gedung Tempat Tinggal
Bangunan Menara
Bangunan Bersejarah
Tugu Peringatan
Candi
Monumen/ Bangunan Bersejarah
TuguPeringataa Lain
Tugu Titik Kontrol/Pasti
Rambu-Rambu
Rambu-Rambu LaIu Lintas Udara
Bangunan Bukan Gedung
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan
Jembatan
Bangunan Air Irigasi
Bangunan Pasang Surut
Bangunan Air Rawa
Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
Air Tanah
Bangunan Air Bersih/Bqku

2
10
3

20
10
5
5
4
4

5
5
4
5
5
5
10
5
5
8
10
15
i5
10
i0

7
15
10
3
4
4
5

50
50
40
50
50
50
50
50
50
50
50
5

30
40

10
50
s0
50
25
i0

tetap

xII - 14



I

t

teup

74. Ma.sa manfaat aset tetap dihtAtng seJak petolehan aset. tetqt

A

75. untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal
iaTpai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun
buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh seielah pertengahan
l.hg" buku sampai dengan akhir tahun, dianggap dipeioleh pada awal tahun buku
berikutnya.

76. Metode penyusutan yang digunakan ada-lah metode garis lurus (straight
line .metlnd), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-
masing periode dengan jumlah yang sama.

?7. Selolln tana.h dan konstntkst datam pengerlaan, selrrtrtth aset, tetap
dlsrtsfikqn sesuat dengan sitat dan karo,lcteri"stik aset tersebttt.

78. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak
dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan pengtrapusan pada
saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Bupati
79. Masa manfaat atau umur ekonornis ditetapkan dengan Keputusan

8O. PenlnJutdn scco;ra. periodlk terhadap ntasa ma4foat dan/atant tarii
penyu.sutan ranaka perwtapannya dlla.lcrtkan oteh sekretari,s Do,ero,h-

dlna.ksud.

81. Pelalcsanto,o,tt pengusutan dilakuka,n bersamaan
penerapan basis aknto,l terhitung seJak tahun perolchannga.

dengan

Df.z Kapttalisasi Aset Tetap

42. kapitalis-asi adalo,h penentuan nitai pembukuann terhadap seflux,pengeluaran unfrtk mmpetrlah aset tatap hitqga siap patcai un&rkmcningkatkan kapa.stta.s/efi,siensi, dan atau ncmpetpanJanj ui*^.'

Uralan Masa Manfaat
{Tahun}

Bangunan Air Kotor
Bangunan Air
Instalasi Air Minum/Air Bersih
Instalasi Air Kotor
Instalasi Pengolahan Sampah
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
Instalasi Pembangkit Listrik
Instalasi Gardu Listrik
Instalasi Pertahanan
Instalasi Gas
Instalasi Pengaman
Jaringan Air Minum
Jaringan Listrik
Jaringan Telepon
Jaringan Gas

40
40
30
30
10
10
40
40
30
30
20
30
40
20
30
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(ODE BARANG URAIAN I ENIS
PRESENTASI

RENOVASI /
RESTORAST /

OEVERHAOUL DARI

NILAIBUKU ASET

IETAP {DILUAR
PENYUSUTAI\i}

PENAMBAHAN

MASA MANFAAT

{TAH UN)

L 2 3 4

3 01 01 00 000 AIAT BESAR DARAT OVERHOUL >0% s.d 3O% L

>30%6 s .d 45o/" 3
>45%i" s .d 650/. 5

3 01 02 00 000 ALAT BESAR APUN6 OVERHOUL >0% s.d 3OY" 1

>3OY" s.d 45% 2

>45Yo s.d 65% 4

3 01 03 00 000 ALAT BANTU OVERHOUL >0o/o s.d 3OYo L

>3OYo s .d 45o/o 2
>45Y" s.d 65% 4

3 02 00 00 000 ALAT ANGKUTAN
ANGKUTAN DARAT
BERMOTOR

>25Yo s.d 5Oo/" 2

>5O/o s.d 75% 3
>75Y" s.dlOA% 4

3 02 02 00 000 RENOVASI >O% s.d 25Y" o
>25Yo s.d 50% 1

>SOYo s.d 75o/r 1

>75% s.dlOO% 1

ALAT ANGKUTAN
APUNG BERMOTOR

>25Y" s.d 50% 3
>5O%" s.d 7 5%

>75% s.dtoo% 6

3 02 04 00 000 RENOVASI >0% s.d 25%" L
ALAT ANGKUTAN

APUNG TAK

BERM OTOR >25Yo s.d 50% 1

>sOYo s.d 75% 1
>75%6 s .dtoo% ')

xrr , 16
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3 06 02 00 000 ALAT KOMUNIKASI OVERHOUL >0o/o s.d 25o/o 1

>2sYos.d 50% I
>sOVos.d 75a,6 2
>750h J

3 06 03 00 000
PERALATAN
PEMANCA OVERHOUL >0o/o s.d 25o/o 2

>)sYos.d 5Oo4 J

>5Oo/os.d 7s%o 4
>750h 5

3 06 04 00 000

PERALATAN
KOMUNIKA
SI NAVIGASI OVERHOUL >0o/o s.d )5Yo 2

>)5Yo s.d 5O9; 5

>soohs.d 750 7
>75Vo 9

3 07 00 00 000
PERALATAN
KOMUNIKA
SI NAVIGASI

3 07 01 00 000 ALAT KEDOKT€RAN OVERHOUL >0o/o s.d 25on 0
>?so/os.d 50% I
>SOYIs.d 75o/o 2
>7s%o J

3 07 02 00 000
ALAT KESE-HATAN
UMUM OVERHOUL > jYo s.d25o/o o

>25o s.d 50% I
>sOYos.d 75yo 2
>750h

-1

3 08 00 00 000
ALAT
LABORATORIUM

3 08 0l 00 000 LABORATORIUM
UNIT ALAT

OVERHOUL >0%o s.d 25oh 2

>25Yo s.d 3
>sOYo s.d 75o/o 4
>7syo 43 08 02 00 000 OVERHOUL >0o/o s.d 25yo .,UNIT ALAT

LABORATORIU
IVI KTIVTI A >25%o s.d 5

>50olo s.d 7
>750h 8

3 08 03 00 000

ALAT
LABORATORIU
M FISIKA OVERHOUL >0%o s.d 25Yo .,

>75o/o

,4{VntansiAset fetup
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>5O%o s.d 7
>7596 8

3 08 04 00 000 OVERHOUL >0o/o s.d 25Vo )ALAT PROTEKSI
RADIASI/PROTEK
SI LINGKUNGAN >25Yo s.d 50% 4

>sOYo s.d 75o/o 4
>75yo 5

3 08 0s 00 000 OVERF{OI II, >0o/o s.d 25o/o
,)RADIATION

APPLICATION &
NON
DESTRUCTIVE
TFq'TINC} >)sYo s.d 50% 4

>5OYo s.d 5

>754/o 5
3 08 06 00 000 OVERHOUL >0o/o s.d 25o/o I

ALAT
LABORATORIUM
LINGKUNGAN >25Yo s.d 50% 2

>5Oo/os.d 75o/o J

>750 4
3 08 07 00 000 OVERHOUL >0o/o s.d 25or'o 3

PERALATAN
LABORATORIU
M >)sYos.d 50% 5

>sOYo s.d '75o/o 7
>75o/o 8

3 08 08 00 000 o >0o/o s.d 25o/o 2
ALAT
LABORATORIUM
STANDARISASI
KALIBRASI &
INSTRUMENTASI >zsYos.d 50% 4

>sOYos.d 7sYo 5
>750A 5

3 09 00 00 000
ALAT
PERSENJATAAN

3 09 0l 00 000 SENJATA API OVERHOUL >loio s.d 2596 I
>25%o s.d 2
>5OoZ s.d J

>750 4

3 09 02 00 000
PERSENJATAAN
NON
qtr\Tltr\TA Apr

RENOVASI >0o/o s.d 25or'o 0

>)s%os.d 50% o

>sOYos.d 759/o I

>75o/o I

,Tf,gntansirLset ttup
>25Yo s.d 50% 5
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3 09 03 00 000 SENJATA SINAR OVERHOUL >0o/o s.d 25o/o o
>25%os.d 50% 0
>5Oo s.d 75oA 0
>750,6 2

3 09 04 00 000
ALAT KHUSUS
KEPOLISIAN OVERHOUL >0o/o s.d 25o/o l

>?sYo s.d 50% I

>sOYo s.d 75o/o 2
>750 2

3 l0 00 00 000 KOMPUTER
3 10 01 00 000 KOMPUTER UNIT OVERHOUL >0o/o s.d 25oh I

>25o s.d 50% I

>5Oo/"s.d 7soh ?

>750h ')

3 l0 02 00 000
PERALATAN
KOMPUTER OVERHOUL >0o/o s.d 25o/o I

>25Yo s.d 50% I
>5OYos.d 7sYo 2
>75o/o )

3 11 00 00 000 -A.LAT EKSPLORASI

3 ll 01 00 000
ALAT EKSPLORASI
TOPOGRAFI OVERHOUL >0o/o s.d 25%o I

>2sYos.d 50% 2
>sOYo s.d 75o/o 2
>75or'o J

3 lt 02 00 000
ALAT EKSPLORASI
GEOFISIKA OVERT{OUL >0o/o s.d ?50,6 2

>25%os.d sOYi 4
>sOYos.d 7syo 5

>750 5
3 12 00 00 000 ALAT PENGEBORAN

3 t2 01 00 000
ALAT PENGEBORAN
MESIN OVERHOUL >0o/o s.d 25%o 2

>25Yo s.d 50% 4
>sOYos.d 7syo 6
>75o/o 7

3 t2 02 00 000
ALAT PENGEBORAN
NON MESIN RENOVASI >0o/o s.d 25Yo 0

>25Yo s.d 5096 I

lfutntansiAset few
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3 13 00 00 000
ALAT PRODUKSI"
PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN

3 13 0l 00 000 SUMUR RENOVASi >0o/o s.d 25Yo 0
>25Yo s.d 50% I
>sOYos.d 750/6 1

>75olo 2
3 13 02 00 000 PRODUKSI RENOVASI >0oh s.d 25o/o 0

>?So/os.d 50% I

>SOolas.d 75o/o I
>75o/o 2

3 13 03 00 000
PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN OVERHOUL >0o/o s.d 25Yo 3

>25o s.d 50% 5

>5oo/o s.d 75o/o 7
>'15o/" 8

3 t4 00 00 000
ALAT BANTU
EKSPLORASI

3 14 01 00 000
ALAT BANTU
EKSPLORASI OVERHOUL >09'o s.d 259/o 2

>zsYos.d 50% 4
>sOYo s.d 75o/o 6
>75o/o 7

3 14 02 00 000
ALAT BANTU
PRODUKSI OVERHOUL >Ao/o s.d 25o/o 2

>25Yo s.d 50% 4
>sOYos.d 75o/o 6
>75o/t' 7

3 15 00 00 000
ALAT
KESELAMATAN
KER IA

3 15 01 00 000 ALAT DETEKSI OVERHOUL >09'o s.d 25o/o I
>25o/os.d 50% 2
>SOYy s.d 7syo )
>750h 3

3 15 02 00 000 ALATPELINDUNG OVERHOUL >0o/o s.d,25oh o
>?sYo s.d 50% o
>5Ao/os.d 7soh I
>750,o 2

3 1s 03 00 000 ALAT SAR OVERHOUL >0o/o s.d,25o/o 0

>750h

flfr,ttntansiAset fetup
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>7 59/o I

3 15 04 00 000
AIAT KERJA
PENERBANGAN OVER}IOUL >0010 s.d, 25o/o 2

>25o/o s.d 5oo/o 3
>SOVo s.d 7 50,6 1
>7 5Yo 6

3 16 00 00 000 TPERAGA

3 16 0l 00 000
ALAT PERACA
PELATIHAN
NAN

OVERHOUL >0%o s.d 25Yo a

>25o/o s.d 5oo/o 4
>5Oo/o s.d 7 Soh 5

>7 50]o )
3 17 00 00 000

PERALATAN
PROSES

3 17 01 00 000 UNIT PERALATAN
PROSES ,/

OVERHOUL >0o/o s.d 25o/o 2

>25%o s.d 5O9i .,
>5Oo/o s.d 7 Son 4
>75o/o 1

3 18 00 00 00() RAM]]U.RAIVIBU

3 l8 0l 00 000 RAMBU.RAMBU
LALU LINTAS DARAT OVERHOUL >0 .o/o s-d 25o/" t

>2sy',o
s.d 2.

>5Oo% s.d 3
>7 5Yo

s.d 4

3 18 0l 00 000 RAMBU-RAMBU
IAIIiIINTAC

OVER}IOUL >0o/o s.d 25o/o I

>259/o s.d 5Ooto 2
>5Oo/o s.d 7 5o/o

.>

>7 5o/o 1

3 18 0l 00 000 RAMBU-RAMBU
LALU LINTAS

OVERHOUL >09o s.d 25o/o 1

>25%o s.d Sooti: 5

>5O%o s.d 7 5o/" 7
>75o/o <)

3 19 00 00 000
PERALATAN
OLAHRAGA

3 19 0t 00 000 PERALATAN
OLAHRAGA RENOVASI

>0o/o s-d 25o/o I

A fumtansi ,4set 'letap
>5Oo/o s.d 7 5o/o 1
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1

>sOYos.d 75%o 2
>750h 2

4 0t 00 00 000 BANGUNAN

4 01 0l 00 000
BANGUNAN
GEDUNG
TEMPAT KEzuA

RENOVASI
>0o/o s.d 25Ya 5

>z1Yos.d 50% l0
>SOYy s.d 75o/o l5
>75Yo 50

4 0l 02 00 000 BANGUNAN
GEDUNG TE,MPAT
TINGGAL

RENOVASI
>0% s.d 307o 5

>3Aa s.d 45Yo l0
>45Yo s.d 65% 15

4 02 00 00 000 MONUMEN
4 02 01 00 000 CANDI/TUGUPERIN

G ATAN,/
TRANSAKSI

RENOVASI >0% s.d 30o/o

5

>3OYo s.d 45?6 lo
>45o s.d 65% 1s

4 A3 00 00 000 BANGUNAN
4 03 0t 00 000 BANGUNAN

MENARA
PERAMBUAN

RENOVASI >0% s.d 309uo 5

>3Oo/os.d 45yo io
>45o/os.d 650/0 l5

4 04 00 00 000
TUGU TITIK
KONTROL ,/ PASTI

4 04 01 00 000 TUGU ,/ TANDA
BATAS

RENOVASI >0% s.d 30%o 5

>3AYo s.d 45% 10
>45Yos.d 65Yo I5

5 01 00 00 000
JALAN DAN
JEMBATAN

5 01 0l 00 000 JALAN RENOVASI >0% s.d 307o 2

>3OV" s.d 60% 5
>6AYo l0

5 01 A2 00 000 JEMBATAN RENOVASI >0% s.d 307o 5

>3OYos.d 45oh 10
>45o/o s.d 659/o 15

5 A2 00 00 000 BANGUNAN AIR

s 02 0l 00 000
BANGUNAN
AIR IRIGASI RENOVASI

>0Yo s.d SYo 2

>5% s.d 10%o 5



5 02 02 00 000 RENOVASI >0o/o s.d 5o/o IBANGUNAN
PENGAIRAN
PASANG SURUT >5o/o s.d 10o/o .,

>lOYos.d zOYo 5

s 02 03 00 000 RENOVASI >0o/o s.d 5o/o IBANGUNAN
PENGEMBANGAN
RAWA DAN >5o/o s.d lOolo J

>10%6 s.d Zooto 5
5 02 04 00 000 RENOVASI >0o/o s.d 5Vo 1

BANGUNAN
PENGAMAN
SUNGAI
/PANTAI &
PENANGGULANGA
N EItrI\T.AI\TA AT AI\/f

>5% s.d 10%o 2

>lOo/os.d 2Oo -1

s 02 05 00 000 RENOVASI >0o/o s.d 5o/o IBANGUNA
N
PENGEMBANGA
N SUMBER AIR
T\AI\T ATD'T-A\TATI

>5% s.d l0?o 2

>loohs.d 2ooh 35 02 06 00 000 BANGUNAN AIR
BERSIH ,/ AIR

RENOVASI >0% s.d 309,0 5

>3AYos.d 45o 10
>45Yo s.d 650/o 15

5 02 07 00 000
BANGUNAN
AIR KOTOR RENOVASI

>0% s.d 307o 5

>3OYo s.d 45o/o l0
> 5o/os.d 65% 15

s 03 00 00 000 INSTALASI
5 03 01 00 000 INSTALASI AIR

BERSIH ,/ AIR BAKU RENOVASI
>0% s.d 30%o 2

>3OYo s.d 45o/o 7
>45Yos.d 650/0 10

s 03 02 00 000 INSTALASI AIR
KOTOR

RENOVASI >0% s.d 307o )

>3OYo s.d 45Yo 7
>45o/os.d 650/0 r0

5 03 03 00 000

INSTALASI
PENGOLAHA
N SAMPAH RENOVASI

>0% s.d 30%o I

>3OYos.d 45Vo J

>45o/os.d 65% 5

AfVntansiftset fetup
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s 03 04 00 000 INSTALASI
PENGOLAHAN
BAHAN
BANGUNAN

RENOVASI

>3OYo s.d 45o/o .,

>45Yo s.d 65% 5
INSTALASI
PEMBANGKI
T LISTRIK

>09/o s.d 30%o 5

>3OYo s.d 459'0 lo
>4sYos.d 65% l5

5 03 06 00 000 INSTALASI GARDU
LISTRIK

RENOVASI >0olo s.d 300,6 5

>3OYos.d 459/o lo
>45%o s.d 65Yb l5

5 03 07 00 000 INSTALASI
PERTANAHAN RENOVASI

>0o/o s.d 3OYo 1

>3OYo s.d 45o/o J

>45Yo s.d 65o/o 5

5 03 08 00 000 INSTALASI GAS RENOVASI >0oh s.d 3Oo/o 5

>3O%;o s.d 45% lo
>45o s.d 6504 l5

5 03 09 00 000 INSTALASI
PENGAMAN RENOVASI

>0o/o s.d 30Yo I

>3OYo s.d 45oli, t

>45Yo s.d 3
5 03 l0 00 000 INSTALASI LAIN RENOVASI >0o/o s.d 3O%o I

>3OYo s.d 45o/o I
>45o6s.d 65% J

5 04 00 00 000 JARINGAN

5 04 0l 00 000
JARINGAN AIR
MINUM OVERHOUL >0o/o s.d 3Oo./o 2

>3O%os.d 45o/o 7
>45Yos.d 650/o l0

5 04 02 00 000 JARINGAN LISTRK OVERHOUL >0% s.d 307o 5

>3OYos.d 45o/o lo
>4sYos.d 65% t5

5 04 03 00 000 JARINGAN TELPON OVERHOUL >07o s.d 3o016 5

>3OYos.d 45yo lo
>45Yo s.d 65% l5

5 04 04 00 000 JARINGAN GAS OVERHOUL >0o/o s.d 30o/o 2

>3Oo s.d 45yo 5

flfumtansiAsd tetap
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Teknisnya daram rangka menarnbah nilai-nilai aset

84. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran
pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil
pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai Satuan Minimum
Kapitaliasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset dapat diakui
dan disajikan sebagai aset di Neraca atau hanya dicatat secara ekstra
kompatable.(tidak dicatat di neraca hanya diungkapkan pada caLK).

85. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dikecualikan
terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaaa dan barang bercorak kesenian.

86. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent
expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset
tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang
akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja.

87 - Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah
pengurugan dan pematangan.

berupa

88. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa
rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan
kuaiitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, narnun tidak termasuk pemeliharaan.

>45Y;os.d 6596 10

6 02 0l 01 002 ALAT MUSIK
MODERN ,/ BAND OVERHOUL >0olo s.d 25a/o I

>21Yos.d 5096 I

>5Oo/o s.d 75o/o 2
>750 2

6 07 00 00 000
ASET TETAP DALAM
RENOVASI

6 07 02 01 001 OVERHOUL >0 s.d l0O9/o )PERALATAN DAN
MESIN
DALAM

6 07 03 01 00r RENOVASI >0% s.d 307o 5
GEDUNG DAN
BANGLNAN
DAI,AIVf >3AYos.d 45Yo l0

>45Yos.d 65%o l5

6 07 04 01 001 >0 s.d lOOoto 5JALAN IRIGASI
DAN JARINGAN
DALAM RENOVASI

OVERHOUL

RENOVASI

xlr - 26
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89. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan

tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan
sesuai dengan kondisi semula.

90. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang
baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.

91. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap
mempertahankan arsitekturnya.

92. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau
pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari
Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.

93. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari
pencatatan dalarn pembukuan karena perubal-an klasifikasi.

f,X.3 Penilaian Kembali Aset Tetap lReualuattonl

94. Penllo;ian kemball atau retaluasl aset tdap pada unanmnga. tidolk
dlperkenankan katzna. Standar Atcttrr.r'aornst PCnerintahorn ntengarunpenilaian o.set, berda.*rkoln biaga perolehan ortoru harga pet*tiatan.
Pengimpangan d.o:ri ke/.enfitan ini nangkin dllorkukah ierda.sorkom
kdenhnn pemcrintah ganq bertrz,ku seco,ra na"sional

95. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai
penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta
pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu intitas.
Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam
ekuitas.

X. AI(UNTANSI TANAH

96- Tanah yarlg dlmiliki dan/atau dll*tasori Petnerintah Daerah tldolk
dtperla.*rtkan secara khusus, dan pada prinslpnga mengikrtti keten1;tg1n
sepertl yang dlafir pada kebijakorn qkurrtornsitentattg akuniansi ase/. tetap.

97. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu
periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat
berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak- atas tanah lainny:a yang
dimungkinkan oleh peraturan perun<lang-undangan yang berlaku. Oleh f<arena itu,
setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk
mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset ietap danharus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijalan
Akuntansi ini.

98. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai
atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, narnun belum disertifikatkan a=tas n€una
Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah Daerahyang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidat terdapat bukti
kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus
kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:
(a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai

dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut,.,TI|%T

a
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dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah,
serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan
disqiikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta
diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa
tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

(c) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau
digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan
disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yarlg menguasai
dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
(1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut

dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada
neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalarn
Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yarrg
sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka
tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai da-lam Catatan atas
Laporan Keuangan.

i3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai
dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap
harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pad.a neraca
Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

(a) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai
dany'atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus
dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah
Daerah, nalnun adanya sertiiikat ganda harus diungkapkan secara
memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

99. Tanah yang digunakan/dipakai oleh Pemerintah Daerah yang berstatus
tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca
Pemerintah Daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK).

xI. ASE"r BERSE IffiAH IITDRTIAGE ASSETSI

1OO. KehiJakan Akuntanwl inl tf,dak mrlngho;ntsko;n Pemcrintorla
Dqcrah untuk mcngojikan aset bersejaratr fheritage assets/ di neraca ttclrntartt
aset tersebut Ing,ntts dtungkapko;n dalam catortan atas Laporan Keuangor*

101. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah
dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. contoh dari aset
bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala
(archaeological sitesl seperti candi, dan karya seni (u,r:rks of art). Karakteristik-
karakteristik di bawafi ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset
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bersejarah:
(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara

penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat

pelepasannya untuk dijual;
(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu

berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat

mencapai ratusan tahun.

1o2. pemerinta! Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang
diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam- termasuk
pembelian, donasi, warisan, rarnpasan, ataupun sitaan. Aset ini jalang dikuasai
dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas m-asuk, dan
akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan
tersebut.

103. Aset trersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah
u_nit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, d.alam Catatan atas llporan
Keuangan dengan tanpa nilai.

101. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam
waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan
peru ndang-undangan yang berlaku.

104' Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus
dibebankan sebagai,belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut
termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah
tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

lO5. Beberapa aset bersejarah juga membeikan potensi manfaat lainnya
kepadn Pemerintah Daerah selain nilai sejaratvtya, s)bagai corxih bangunan
bersejarah digunakan untuk ntang perkantoran. -lJntuk 

kasus tersebut, aset ini
akon diterapkan pinsip-pinsip aang sama seperti aset tetap lainrrya.

106. Untuk- aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada
karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntunai-r 1ruins1.

XII. ASET INFRASTRUKTUR (I]IIER/IS TE.ACTURE ESSETSI

1O7. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupuntidak ada definisi yang universar digunakan, aset ini biasanya mempunyai
karakteristik sebagai beriku t :

(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
(bi sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

108. WalauPrun kepelnnilikan dari a.sd infrastnilfiur tidak hanga olehPemerintah Daerah. aset infras/lr,tlrtur secara signifikan sering aiJumpat
sebagai aset Pemcrinta.h Daerah. ,4set infrastt:.l,kalr rrn*nuru ienn*i asettetap dan hantts d\rcrlakulcan sasual dengan prinstp-prlnsip gan; ada pada
KebiJakan Akuntansl int.
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109. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,
sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

XUI. PENGHEITTIAN DAN PELEPASAN (RE"IRE]I[E'YT AND
DrsPosALl

11O. Sactrz aset. tdap dielimlinasi dari neraca ketr;ika dilepaskan atanbila a"set secard permf,nen dlhentlkan penggiltndannga aai ttadk ada
mantaat ekonomlk mlasa gang akan dottalttg. Cttmtnasi-d.set, kaap tersebut
dlda"sarko,n pada tanggal transaksi gqni tertcra lnda do*r',inen bukri
pendulcttttg.

111. Aset tetap yang secoirtz pel,Tna;netu dlhentflkan atau dltepas hanus
dleltminasi dari Neraca dan diutqkapkan darlam Catqtan atas Laporan
Keuangant-

ll2. Asd tetaP gang dihentlkan darl penggunaan alctil pemcrirrta.h
Daerah tidak mcm,etuthl definisi aset teiap dan hants dtpirtdihkan ke pos
aset laiwtgo seszai dengan nilai tercatatnga.

ll3. Penghentlan dan pelepasan aset
peratur an penntdantg -undang an.

tetap dldasarkan pada

XTV. PENGUNGI(APAN

114. Laporan keuo,ngan hattts mengungkapkan untuk masing-masing
Jenis a.set tetap sebagai berikfi:
(a) Da,sar penilaidn gdng dlgunakan unf:rtk 'rrienenttllkan nllai tercatat

(catrying amount);
{b) Reftonsiliasi Jumla.h tercatat pada olutal dan akhir periode gaflg

mcnunjukkan: ( 7 ) p enambaho;n;
(2) Pelepasary
(3) Akunula.sl pengasutan dan penilbaharn nllai, jika ada.;
(4) Mutdsi asettetatrt lainnya.

(c) Infonlzasl pengu.sutan, meliltuti :
(1) tfi7rllf pengusutan;
(2) Metode pengusutan gang dlganorkan;
(3) Masa na4faat atau tartf pengusutar' gang digunakan;
(4) lfrlai tercatat bntto dan akumulasi pengusutan pada aual dan akhirperiode;

I 15. Laporan Leuaaganjuga harus nenguagkapkan:
(a) Eksistensi dan boltasan ho,k lrrrilik atqs aset tdap;
(b) Kebiiakan akuntansi uttf:.lk kapitalisasi gang berkaltan dengan aset,tetap;
(c) Ju,,^lah pengeluaran po,da po.s aset tetap darann konstntksi; dan
(d) &nnlah komitmenunfitk alcnisisi aset tetap.
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